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ABSTRAK

Korupsi penyakit yang telah merusak tata kehidupan masyarakat Indonesia
sehingga dapat dikatakan korupsi telah menjadi akar dari semua permasalahan (the root
of all evils) yang bergejolak di Indonesia. Tindak pidana korupsi tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya adalah
suap. Putusan No. 97/PK.PID.SUS/2019 merupakan putusan Peninjauan Kembali
mengenai tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi
ini yaitu: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan
Peninjauan Kembali (PK) Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 97
PK/PID.SUS/2019? 2. Bagaimanakah dasar hakim mengganti pasal 12 huruf b menjadi
pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dalam Putusan No. 97 PK/PID.SUS/2019? Metode penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik
pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Dari
hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan
kembali pada putusan No. 97/PK.PID.Sus/2019 terdapat novum atau keadaan baru. Pada
putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pemohon Peninjauan Kembali, hakim
menjatuhi pasal 12 huruf b yaitu pasal gratifikasi kemudian pada putusan Peninjauan
kembali berubah menjadi pasal 11 yaitu pasal suap. Pada dasarnya pemohon terbukti
melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melanggar unsur
“Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya”. Pada dasarnya pemohon memang terbukti melanggar pasal tersebut tetapi
dalam menjatuhkan putusan itu hakim tidak melakukan pertimbangan secara non
yuridis. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2)
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